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BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7  

TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN 

DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan 

mendukung kelancaran operasional kendaraan dinas 

di air berupa sped boad atau kapal motor perlu 

diberikan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas; 

b. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak 

Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kayong Utara, perlu dilakukan penyesuain kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan 

Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong 

Utara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

 

 

 

SALINAN 



~ 2 ~ 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor  7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 

2015 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 

2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); 

11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor  32 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita  

Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 

32); 

                

          MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 

2018 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK 

KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KAYONG UTARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 

(3a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Setiap kegiatan atau tugas-tugas kedinasan didalam kota, luar daerah 

atau dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan 

BBM. 

(2) Besarnya pemberian BBM kendaraan dinas diberikan berdasarkan jenis 

kendaraan, jarak tempuh dan kebutuhan serta kepentingan kedinasan. 

(3) Besarnya pemberian BBM didalam kota dan luar daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(3a) Besarnya pemberian BBM luar daerah khusus kendaraan di air 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tercantum 

dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(4) Besarnya pemberian BBM didalam daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11A 

Perangkat Daerah atau Instansi lainnya yang mengggunakan atau 

memakai kendaraan dinas Perangkat Daerah lain dalam lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BBM menjadi tanggung jawab 

Perangkat Daerah atau Instansi pemakai.  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kayong Utara. 

 

 

Ditetapkan di Sukadana  

pada tanggal  8  Februari  2018 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Ttd  

 

HILDI HAMID 

 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal  12  Februari  2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 

Ttd 

 

HILARIA YUSNANI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9 
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LAMPIRAN IA 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR  9  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR 

MINYAK KENDARAAN DINAS DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

KAYONG UTARA. 

 

 

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK LUAR DAERAH UNTUK  

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI AIR 

 

 

NO JENIS KENDARAAN BBM YANG DIBERIKAN KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

1. Speed Boad / Kapal 

Motor 

Diberikan sesuai dengan 

kebutuhan dan keperluan 

Diberikan dari 

ibukota Sukadana 

ketempat tujuan (PP).  

 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Ttd  

 

HILDI HAMID
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